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Lembaga yang pada awalnya dlkenal dengan
nama Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)
sebenarnya diwujudkan untuk membangun sis-

tem perwakilan yung mendasarkan pada kedau- -

latan rakyat. Dalam perkembangannya DPR le-
bih banyak menampilkan sisi lemah dan citra
buruk sebuah lembaga daripada representasi ke-
kuatan rakyat. Tuntutan anggotanya akan pe-
ningkatan kescjahteraan dan fasilitas tidak se-
banding dengan kincrja mereka yang lemah dan
suka mangkir di persidangan.

Alih-alih menjadi medan negosiasi antara ke-
pentingan rakyat dan kepentingan pemerintah,
DPR malah terlihat gagap dalam meneémpatkan
dirinya. Dua sisi agaknya bisa menjadi tolok
ukur betapa lembaga legislatif ini tidak siap me-
njadi lokomotif perubahan. Dimana ada kega-
galan lembaga ini menangkap aspirasi rakyat
dan menerjemahkan UUD 1945 dan kecende-
rungan anggota-anggota yang dinilai arogan me-
nambah buruknya citra kelgmbagaan.
Kewenangan Legislasi

Qehetulnua era Refarmasi telah mengybah d(‘-
ngan radikal kewenangan DPR. Pergeseran ban-
dul kekuasaan dari pemerintah ke DPR dalam
soal legislasi menjadi ciri yang menonjol dari
wajah baru DPR. Salah satu perubahan subs-
tantif yang teluh dilakukan dalam rangka Pe-
rubahan Periama UUD 1945 pada Sidang Um-
um MPR bulan November 1999 ‘adalah soal
cabang kekuasa.n legislatif.yang secara tegas
dipindahkan dari Presiden ke DPR.

Dalam Pasal 5 Ayat (1) lama, ditegaskan bah-
wa Presiden mernegang kekuasaan membentuk

undang-undang dengan persetujuan DPR. -~ .

‘Sedangkan daiam Pasal 5 Ayat (1) baru ber-
dasarkan Perubahan Pertama tersebut ditégas-
Kan: * Presiden t.crhak-mengajukan rancangan
ufidang-undang k. -nada Dewan Perwakilan Rak-
yat™. Sebaliknya dalam Pasal 20 Avat (1) baru,
dinyatakan: * Dewan Perwakilan Rakyat_nie-
megang kekuasaan membentuk undang-unda-
ng.” Dengan adanya perubahan tersebut maka

Kedudukan DPR jelas merupakan-lembagape-.

miegang kekuasaan legislatif; sedangkan fungsi
inisiatif di bidang legislasi yang dimiliki oleh
Presiden tidak menempatkan Presiden sebagai
pemegang kekuasaan utama di bidang ini. Peru-
Lanain i sunaligus tienegaskan baliwa UUD
1945 dengan sungguh-sungguh menerapkan sis+
tem pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif,
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_ dan yudikatif.
Pada prinsipnya, Presiden bukan lagi peme- .
‘gang kekuasaan utama dalam pembentukan UU.
" Kalaupun Presiden diberi hak untuk menga- *
‘jukan rancangan undang-undang, hak itu tidak

‘memberikan kedudukan kepadanya sebagai pe-
megang kekuasaan legislatif, mielainkan sekedar

-memberikan hak kepadanya untuk mengambil

inisiatif karena kebutuhan yang sangat dirasa-
kan oleh pihak eksekutif untuk mengatur suatu
kebijakan publik yang harus dilayan;j oleh pe-
merintah, tetapi pihak DPR sendiri belum siap
dengan rancangan dari mereka sendiri.

Dalam hal ini, Presiden dapat mengambil
prakarsa untuk menyusun rancangan undang-
undang tersebut dan kemudian mengajukannya
kepada DPR. -

- Perubahan UUD 1945 Pasal 5 Ayat (1), mem-
buat kekuasaan membuat undang-undang{(UU)
yang tadinya berada di Presiden (dengan perse-

tujuan DPR) beralih menjadi di DPR. Lembaga: .

inilah yang kemudian memegang kekuasaan un-
tuk membuat UU, sedangkan Presiden-hanya

‘berhak mengajukan rancangan UU dan menge-
“sahkannya setelahi dibahas dan disetujui oleh

DPR. DPR, bahkan berhak mengundangkannya
kalau dalam waktu 30 hari Presiden tidak menge-

_ sahkannya (Pasal 20 Ayat 5 Perubahan Kedua

UUD 1945). Sayangnya, kekuasaan tersebut
seringkali tidak dimanfaatkan dengan n-ksimal
oleh DPR. Hati.! tciliku. dari jumiah | -Uyang
jauh lebihbanyak diusulkdn oleh per. rintah
dibandingkan-atas inisiatif DPR. Untuk DPR

-periode 2004-2009, misalnya dari total 77 UU

yang disahkan hingga Juli 2007, sebanyak 60
UL (78 persen) adalah usul dari pemerintah.
Produk Legislasi

Berdasarkan data produk legislasi yang diha- -
_sitkan DPR sépanjang kurun waktu-62 tahun -’

ini kurang lebih mencapai 1213 undang-undang.

Dimana untuk DPR Periode 1999-2004 me-

nghasilkan 169 produk undang-undang. Seda- -

ngkan-untuk DPR Periode 2004-2009 saja su-
dah mencapai 77 undang-undang yang dihasil-
kan. Banyaknya produk legislasi DPR tersebut
tentu memperbanyak aturan dalam bentuk un-
dang-undang. Hal ini mungkin menjadi ciri khas
dari negara yang mengacu sistem hukum Eropa
Kontinental yang ketentuan hukumnya selalu
diatir dalam suatu ketentuan tertulis berbentuk
undang-undang. Persoalannya jangan samipai ke-
tentuan tersebut menjadi overfoad (melewati
batas) yang berakibat jauh tidak efektif-dalam
prakteknya, Bahkan seperti apa yang dikemuy-
kakan oleh Mahfud MD bahwa dalam perkem-

bangannya ternyata ada pergeseran prinsip dan

konsepsi dari negara hukum menjadi negara un-
dang-undang, yaitu berubahnya negara hukum
menjadi negara undang-undang yang meletakkan
undang-undang yang dibuat olch pemerintah
scbagai ukuran kebenaran. Dalam negara undang-
undang, setiap tiidakan pemerintah yang tidak

melalui penggunaan atribusi kewenangan sehi-
ngga hukum ditempatkan sebagai alat justifikasi
dengan watak pesitifis instrumentalistik.
Apalagi kini kualitas UU yang dihasilkan oleh
lembaga perwakilan rakyat juga kian
disangsikan. Terlebih setelah sejumlah UU diuji
olch Mahkamah Konstitusi (MK) w..h ditemu-
kan ketidakkonsistenan-dengan UUD1945.
" Pada 7 Desember 2006, MK mengeluarkan Pu-
tusan yang miembatalkan selu::h isi UU Nomor
- 27 Tahur 2004 teitang Komisi Kebenaraa dan
Rekonsiliasi. Sebelumny MK juga membatal-
kan UU No.22 Tahun 2004 y. ¢ mengatu~ pe-
ngawasan hakim oleh Komisi Yuais..! E
“Kemudian-adanya uji materi terhadap Pasal

adil diberi pembenaran dengan pembuatan.UU

56 Ayat2 UU No 32 Tahun 2004 tentang Peme-
rintahan Daerah. Dengan dikeluarkannya putus-
an MK, kandidat perseorungan menjadi dimu-

‘ngkinkan dalam pemilihan kepala daerah. imp--
likasinya DPR harus bekerja ekstra keras lagi -

membahas UU tersebut di tengah kepentingan
mereka yang merupakan representasi kekuatan
partai politik. .
Bahkan akhir Juli 2007, § anggota DPR
mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor
22 tahun 2001 tentang Migas ke Mahkamah
Konstitusi. Hal ini tentu menjadi menarik ka-

rena anggota DPR nienggugat produk hukum !

yang mereka hasilkan sendiri.

Banyaknya produk legislasi yang bermasalah
tentu saja mengundang pemikiran tentang sebab
musababnya. Setidaknya ada beberapa kemu-
ngkinan yang dapat dianalisis diantaranya.

Periama; reaktif pengaturannya; pen gaturan”

-atas sesuatu hal dalam kehidupan bernegara se-

lalu diawali dengan sikap reaktif tanpa mempe-

- lajari secara mendalam apakah hal itu perlu di- -

atur atau tigak. Pudaiia! kalan mengamati legiclasic
di Amerika pengaturan selalu didasarkan pada
fakta dan penelitian di lapangan tentang perlu
tidaknya sesuatu hal tersebut perlu diatur atau
tidak. Kedua; logi! 1\ proyek; pembuat aturan‘

_selaludikaitkan dengan nilai keuntyngan finan-

sial dari proses pembu.hasannya bagi para
anggota DPP.. Sudah menjadi isu publik bahwa
setiap pembahasan selalu menjadi ajang proyek
untuk mer.;perkaya para anggota DPR schingga
‘mereduks’ tentang kepentingan masyarakat se-.

. cara luas. Keriga: scbagai produk pesandn; ma-

teri pengatur n'¢ingat dipengaruhi-oleh pesanan-
dari para piiak. yang berkepentingan tentang -
aturan tersebut. Dampaknya ada timbal balik
antara pemesan dan penerima pesanan yang ber-
akibat pada pengaturan yang memihak pada pe-
mesannya.’ Keenpat; tidak sesuai masalah
rakyat, aturan yang dibuat tidak mcnjawdb"_
persoalan riil dalam kehidupah masyarakat.

Kelima; tidak punya prioritas; pembuat atu-
ran tidak mempunyai prioritas pengaturan yang .
terkait dengan rakyat kecil. Hul-hal'yang men- .
dasar tentang persoclan mendasar bagi-rakyat,
kecil menjadi terlupaka.. enam; tidak meneri-
ma pendapat ahli; dari berbagai informasi menun-
]ukl\antcm)atd paraahli hanya 2oadikan justithasi
1entang prasyarat yang harus drenuhi lcnldng .
proses pembuatannya:
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